BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

Menimbang

Mengingat
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i

BUPATI ROKAN HULU,

bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah
dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka
dipandang perlu untuk menetapkan Kketentuan-
ketentuan tentang pelaksanaan Tuntutan
Perbendaharaan dan  Tuntutan Ganti Rugi
sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Daerah dan Peraturan BPK Nomor 3
Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara Terhadap Bendahara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang
daerah;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam




10.

2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nom(;)r 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indoqesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

beber?apa kali, terakhir dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang
Perul{)ahan Ketiga Atas Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara

|
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan

Lemb‘aran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Unda‘ng—undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2003} tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 47, Tambahan
Lembjaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Unda}ng-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negax}‘a Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5

Tamb;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Unda;ng—undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

jawal%a Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Nega{’a Republik Indonesia Nomor 4400);

Unda!ng-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2004} tentang Perimbangan Keuangan  antara
Pemejrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 4438);

Undahg—undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
201 li tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undahgan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

201 1} Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
Undalng-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
20141 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lemb}aran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebaémmana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah penggnti Undang-undang Nomor 2 Tahun
20141 tentang perubahan atas undang-undang nomor
23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembar
Negai'a Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor

5589);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahujn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Leml%')aran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 457 8);

Peratll,lran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomér 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indor;lesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27

Tahujn 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Repu‘blik Indonesia Nomor 5533);

Perat‘uran Presiden Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa

Pemeirintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas

Perat}uran Presiden Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2010;
Perathran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1997 tentang  Tuntutan

Perbelndaharaan dan tuntutan ganti rugi Keuangan dan

Baral?g Daerabh;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keua‘ngan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

\ . .
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomc}>r 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tenta‘ng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negal"a Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Kepui usan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nom?r 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah yang dipisahkan;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nombr 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perat:uran Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti

Rugi‘}Keuangan dan Barang Daerah;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNTUTAN

PERBEND‘AHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGA‘N DAN BARANG DAERAH KABUPATEN ROKAN
HULU.

BAB I
}KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Pemerintéh Kabupaten Rokan Hulu.

Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.

Dewan Perwakilan Raléyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Satuan Kerja Perangkajtt Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat Daerah di ‘lingkup Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program. }
Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut BLUD adalah
SKPD/Unit Kerja pada ‘SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
dibentuk dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang darjl /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, c‘lan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dap produktivitas.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang
karena jabatannya imempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah.

Pegawai Negeri Sipil bulFan Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil yang
kedudukannya bukan sebagai Bendahara yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. |

Bendahara adalah Ben(jiahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan,
atau Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu
atau Bendahara Barang di lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Barang Milik Daerah a‘dalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik Daerah. i
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah
badan usaha yang selu:ruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Daerah yang dipisahkan}.
Pejabat lain adalah Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pihak
ketiga yang keduduk{annya selaku penerima/pengguna anggaran
dan/atau barang Daerah.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang
yang nyata dan pasti } jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata

cara perhitungan terh;adap Bendaharawan, jika dalam pengurusan
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terdapat kekurangan Perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang
bersangkutan diharuskajn mengganti kerugian.

Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya TGR, adalah suatu proses tuntutan
terhadap Pegawai/pejabat lain yang dalam kedudukannya bukan sebagai
Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan
oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya
atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga
baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita
kerugian.
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya
disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi
Bendahara atau pegawai bukan Bendahara yang merugikan keuangan
dan barang Daerah.
Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku
Kas dengan saldo Kas§ atau selisih kurang antara Buku Persediaan
Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam
gudang atau tempat lain}yang ditunjuk.

Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima,
menyimpan dan membaﬂrar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat
berharga dan barang #nilik Daerah, serta bertanggungjawab kepada
Bupati. |

Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam pexl‘aturan perundang-undangan yang berlaku,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan
berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku,
meliputi :

a. pegawai Daerah; |

b. pegawai perusahaan Daerah;

c. pekerja Daerah. 1

Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam
kedudukannya terhadaﬁ warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab
untuk seluruhnya atau éebagian.

Pejabat yang berwenan‘g adalah pejabat yang karena kewenangannya
dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa

sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Aparat Pengawas Fungsional adalah Aparat Pengawasan Fungsional
terkait, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, Inspektérat Jenderal, Inspektorat Propinsi, Inspektorat
Kabupaten. ‘
Penghitungan ex officio adalah suatu perhitungan Perbendaharaan yang
dilakukan oleh pejabat‘yang ditunjuk ex officio apabila Bendaharawan
yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus
berada di bawah penga{mpunan dan/atau apabila Bendaharawan yang
bersangkutan tidak mer;nbuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur
oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan
berakhir yang bersangl“:utan tetap tidak membuat perhitungannya dan
pertanggungiawabannya{.
Pencatatan adalah meﬂcatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP
untuk sementara ditan;gguhkan karena yang bersangkutan meninggal
dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.

Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak
untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang
untuk membayar hutaﬂg kepada Daerah yang menurut hukum menjadi

tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan




penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak
bersalah. Dalam hal ini ‘Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga “hak

tagih” itu menajdi bebasi seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
28. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi

Pembukuan, karena }alasan tertentu (tidak mampu membayar)
seluruhnya maupun s‘ebagian dan apabila dikemudian hari yang
bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.

29. Hukuman Disiplin adal:ah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai
yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan

yang belaku. |

|
30. Tidak Layak adalah sua‘fu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat
dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik

dipandang tidak mampul menyelesaikan kerugian Daerah.
31. Pembebanan adalah pqnetapan jumlah kerugian Daerah yang harus
dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan

kerugian Negara. |
32. Surat Keterangan Tanégung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat

pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan
kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian
Daerah, dilengkapi denéan Beriita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa
menjual. |

33. Banding adalah upaya Pegawai/Orang mencari keadilan ketingkat yang

lebih tinggi setelah dikelﬁarkannya penetapan pembebanan.

34. Majelis  Pertimbangan  TP-TGR selanjutnya  disingkat Majelis
Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan
ditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan TP-TGR dalam Peraturan Bupati ini, diberlakukan terhadap
Bendahara atau Pegawai/atau pejabat lain yang bukan Bendahara baik
langsung atau tidak langsuﬁg merugikan Daerah baik berupa uang maupun
barang milik Daerah yang be}rada pada :
a. Satuan Kerja Perangkat Paerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1. Ditinjau dari pelaku, yiaitu:
a) Bendahara, yang meliputi perbuatan antara lain:
1) tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan

uang/barang; i

2) tidak melakukan pencatatan atas penerimaan/pengeluaran

uang/barang; 1

3) membayar/ memberi/mengeluarkan uang/barang kepada pihak
yang tidak berhe}mk dan / atau secara tidak sah;

4) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan
barang; ‘

5) menerima/menyimpan uang palsu;

6) korupsi, penyele}wengan, penggelapan;

7) kecurian, penodongan, perampokan dan/ atau kolusi;

8) pertanggungjawéban atau pelaporan yang tidak sesuai dengan
kenyataan; |

9) penyalahgunaar% wewenang/jabatan;




10) tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawab (wajib
pungut pajak);
11) tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan
uang/barang.
b) Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, meliputi perbuatan antara

lain: ‘

1) korupsi, penyelewengan penggelapan;
2) penyalahgunaarﬂ wewenang dan jabatan;
3) pencurian dan p‘enipuan;

4) merusak, menghilangkan barang inventaris milik Daerah;

l.
5) menaikkan harg‘a, merubah kualitas/mutu;

6) meninggalkan ‘tugas dan atau pekerjaan setelah selesai

melaksanakan tl‘lgas belajar;

7) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang
telah ditentukan.

c) Pihak Ketiga, melip{lti:

1) tidak menepati j‘anji /kontrak (wanprestasi);

2) pengiriman ba‘rang yang mengalami kerusakan Kkarena
kesalahannya,; ‘

3) penipuan, penégelapan dan perbuatan lainnya yang secara
langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi
Daerah. ‘

. . o
2. Ditinjau dari sebab, yaltli.l:
a) Perbuatan manusia‘t, karena:
1) kesengajaan; ;

2) kelalaian, kealpaan, kesalahan;

3) diluar kemampu‘an si pelaku.

b) Kejadian alam: |
1) bencana alam §eperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan
kebakaran; i

\ .
2) proses alamlah seperti membusuk, mencair, menyusut,

menguap, mengura1 dan dimakan rayap.

c) Ditinjau dari sae‘lt terjadinya kerugian Daerah, yaitu untuk

memastikan apaka.‘h suatu peristiwa kerugian Daerah masih dapat
dilakukan penuntutan atau tidak.

|
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).




BAB III
PENGENAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 3

(1) Tuntutan Perbendaharajan dikenakan kepada Bendahara yang karena
perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang

diberikan kepadanya sec‘ara langsung merugikan Daerah, dan kepadanya

diwajibkan mengganti kémgian tersebut.

(2) Pengenaan ganti keruglan Daerah terhadap Bendahara ditetapkan oleh
Bupati.

3 Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi
|

|

Pasal 4

1
(1) Tuntutan Ganti Rugi di kenakan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan
Bendahara atau pejaballt lain yang karena perbuatannya melanggar

hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimanall mestinya serta ada hubungannya dengan
pelaksanaan fungsi atalrlpun dengan status jabatannya baik langsung
maupun tidak langsung yang secara langsung merugikan keuangan

Daerah, dan kepadanya #iiwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Pengenaan ganti kerugiajtn Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan
Bendahara atau pejabat ]ain yang ditetapkan oleh Bupati.

‘ Pasal 5

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud

Pasal 3 dan Pasal 4 tidak da‘pat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan,

tetapi harus didasarkan pad;at kenyataan yang sebenarnya.
| BAB IV

SUMBER ;INFORMASI DAN PELAPORAN

|
‘ Pasal 6
Informasi mengenai duga:an atau terjadinya kerugian Daerah dapat

bersumber dari :

Hasil pemeriksaan Aparé.t Pengawasan Fungsional;

Tindak lanjut hasil pemériksaan Aparat Pengawasan Fungsional,;

Hasil pengawasan/ pemefiksaan oleh atasan langsung;

Hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;

Perhitungan ex officio (hasﬂ perhitungan terjadinya kerugian dalam suatu
instansi/SKPD sebelum pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Fungsional
dilaksanakan; ‘

Media massa/atau medla elektronik;

|
Pengaduan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan.

o po o

m



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 7

Setiap kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau
Kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada Aparat
Pengawasan Fungsional paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian
Daerah diketahui.

Pemberitahuan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara
Pemeriksaan Kas/Barang.

Setiap kepala SKPD dabat segera melakukan tuntutan ganti kerugian

setelah mengetahui atau menerima informasi bahwa dalam SKPD yang

bersangkutan terjadi ke}rugian Daerah dari pihak manapun termasuk

sebagaimana dimaksud c}alam Pasal 3.

Setiap atasan langsung/Kepala SKPD yang mengetahui bahwa Daerah
dirugikan karena suatt%. perbuatan melanggar hukum atau kelalaian
sehingga mengakibatkan kerugian Daerah namun tidak melaporkan
kepada Bupati dalam jar{gka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dianggap telah lalai mﬁlaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga
terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin atau sanksi

|

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dibidang kepegawaian.
|

(5) Apabila dalam pemer1k§aan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan

(6)

(1)

()

Fungsional terkait tell"hadap Bendaharawan terbukti kekurangan

Perbendaharaan dilakuk‘an oleh beberapa pegawai atau atasan langsung,

maka kepada yang ber‘sangkutan dikenakan tanggung jawab renteng
sesuai dengan bobot keterhbatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif

dan kelalaian atau kesalahannya

Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Aparat Pengawasan
Fungsional tentang ke;rugian Daerah karena perbuatan melanggar
hukum atau kelalaian B(‘endahara, tercantum dalam Lampiran 1.

Pasal 8

Untuk membantu Bupati dalam menyelesaikan kerugian Daerah,
dibentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
(TP-TGR).
Majelis TP-TGR secara lex-officio sebagaimana dimaksud pada pasal 1
ayat (8) terdiri :

a. Wakil Bupati Rokan Hulu sebagai Ketua;

. Sekretaris Daerah Kab:upaten Rokan Hulu sebagai Wakil Ketua I;

. Inspektur Kabupaten Rokan Hulu sebagai Wakil Ketua II;

. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu

sebagai Sekretaris;
. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Anggota;
Kepala Bagian Hukum dan Orgnisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Rokan Hulu sebagai Anggota,

a oo

-0
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g. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan
Hulu sebagai Anggota;

(3) Majelis TP-TGR sebagajimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas

membantu Bupati dalam proses penyelesaian kerugian Daerah yang

dilakukan baik oleh B‘?ndahara maupun Pegawai Negeri Sipil bukan

Bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar

hukum atau melalaika11'1 kewajiban yang diberikan kepadanya secara
langsung merugikan keuangan Daerah.

(4) Untuk melaksanakan tuéas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis
TP-TGR mempunyai funési :

a. Menginventarisir lapm}'an kerugian Daerah yang diterima;
b. Menghitung besaran kerugian Daerah;

c. Mengumpulkan dan %melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung

bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik

sengaja maupun kar‘ena kelalaian sehingga menimbulkan kerugian

Daerah; ‘

d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara atau Pegawai

Negeri Sipil bukan Be‘ndahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan

c. \ . )
sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah;

e. Menyelesaikan kerugiaJm Daerah melalui SKTJM,;

f. Memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian Daerah
sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan
pembebanan sementara;

g. Menatausahakan pen;{relesaian kerugian Daerah;

h. Menyampaikan laporaJn perkembangan penyelesaian kerugian Daerah
kepada Bupati den‘gan tembusan disampaikan kepada Aparat

Pengawasan Fungsionlal terkait.

(5) Untuk membantu Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk Sekretariat MaJehs TP-TGR yang anggotanya meliputi unsur-
unsur yang terkait. ‘

(6) Sekretariat Majelis TP—’I:‘GR berada pada Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

(7) Dalam pelaksanaan Operasmnal Majelis TP-TGR Kabupaten Rokan Hulu
dibebankan pada Keglatan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten
Rokan Hulu.

(8) Pembentukan Majelis TP-TGR dan Sekretariat Majelis TP-TGR dibentuk

dengan Keputusan Bupgtl.

BABV
PEMERIKSAAN

| Pasal 9
i
(1) Bupati segera menugaskan Majelis TP-TGR untuk melakukan
pemeriksaan terhadap kebenaran adanya laporan tentang kerugian

Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima informasi

dan/atau laporan sebagf‘iimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
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(2) Majelis TP-TGR harus sudah menyelesaikan verifikasi dan/atau
pemeriksaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penugasan, dan
segera melaporkan ha;sil verifikasi dan/atau pemeriksaan tersebut
kepada Bupati untuk ditindaklanjuti

(3) Bupati setelah menerlma informasi dan/atau laporan dari Majelis TP-
TGR sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap

kebenaran laporan dimaksud.

(4) Berdasarkan penilaian laporan dari Majelis TP-TGR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal “9 ayat (3) Bupati menugaskan Majelis TP-TGR

untuk melakukan tindalkan dalam rangka pengamanan maupun upaya

pengembalian kerugian Daerah.

|

(5) Apabila berdasarkan h?sil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum memilikii bukti pendukung yang memenuhi persyaratan

atau tidak cukup bukti, Bupati dapat menugaskan Majelis TP-TGR untuk

memfasilitasi pelaksana‘an pemeriksaan ulang dengan bekerja sama

dengan Aparat Pengawasfan Fungsional terkait.

(6) Majelis TP-TGR melap%)rkan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)1kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak
dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Pemeriksaan.

|

BAB V1
PENYELESAIA!N TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

|

i Pasal 10

|
Berdasarkan laporan Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (6) mengenai kerugian iDaerah yang dilakukan oleh Bendahara, Bupati

menugaskan Majelis TP-TGR untuk menindaklanjuti kasus kerugian Daerah

|

selambat-lambatnya 7 (tUJuh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan ulang

diterima. |
|
| Pasal 11
|
(1) Majelis mengumpulkan :dan melakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan
dokumen-dokumen antara lain:

a. Surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai

pejabat yang melaksa‘nakan fungsi keBendaharaan;

b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;

c. Register penutupan buku kas/barang;

d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum
dipertanggungj awabka‘m dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran; |

e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di Bank bersangkutan;

f. Fotocopi/rekaman bqku kas umum bulan yang bersangkutan yang
memuat adanya kekul;'angan kas;

|
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g Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara
mengandung indikasi tindak pidana;

h. Berita acara pemeriklsaan tempat kejadian perkara dari kepolisian
dalam hal kerugian nTgara terjadi karena pencurian atau perampokan;

i. Surat keterangan ahli\waris dari Kelurahan atau Pengadilan.
|

(2) Berdasarkan hasil Vﬂiﬁlkasi dan/atau pemeriksaan dokumen-dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis TP-TGR mencatat kerugian
Daerah dalam Daftar Ketl‘ugian Daerah.

(3) Bentuk dan isi Daftar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tercantum dalam Laeriran II.

Pasal 12

(1) Majelis TP-TGR wajib Ijnenyelesaikan verifikasi dan/atau pemeriksaan
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan.

(2) Selama dalam prosesj verifikasi dan/atau pemeriksaan, Bendahara
dibebastugaskan semen ara dari jabatannya.

. 1 . .
(3) Mekanisme pembebastqgasan dan penunjukan Bendahara Pengganti
sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

; Pasal 13
|

(1) Majelis TP-TGR melaporl%an hasil verifikasi dan/atau pemeriksaan dalam

Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada
Bupati. }
(2) Bupati menyampaikan% Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Aparat Pengawasan
Fungsional terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari
Majelis TP-TGR dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1).

BAB VII
SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Pasal 14

(1) Berdasarkan surat dari Aparat Pengawasan Fungsional terkait tentang
terjadinya kerugian Daerah yang meliputi nilai kerugian Daerah,
perbuatan melawan hulkum baik sengaja maupun lalai, Bupati dan
Majelis TP-TGR mengupayakan Bendahara bersedia membuat dan

menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

(2) Dalam hal Bendahara m!enandatangam SKTJM, maka yang bersangkutan
wajib menyerahkan jarnjinan kepada Majelis TP-TGR antara lain dalam

bentuk dokumen—dokurﬂen sebagai berikut:

a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama
Bendahara.
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b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta
kekayaan lain dari Bqndahara.

|
(3) SKTUM yang telah dit@datmgani oleh Bendahara tidak dapat ditarik
kembali. |

(4) Bentuk dan isi SKTJM s%bagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 15

Apabila SKTJM tidak mu}ngkin diperoleh atau tidak dapat menjamin
pengembalian kerugian Daerah, Bupati segera mengeluarkan surat
keputusan pembebanan senjlentara kepada Bendahara, karena pembebanan
ditetapkan oleh Aparat Pengawasan Fungsional terkait.

|
‘ Pasal 16

(1) Penggantian kerugian \ Daerah dilakukan secara tunai selambat-
lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTIJM ditandatangani.

|

(2) Apabila Bendahara telgh mengganti kerugian Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Majelis TP-TGR mengembalikan bukti
kepemilikan barang dan §urat kuasa menjual yang telah diserahkan.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaarjl SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau
mencairkan harta kekayaanj yang dijaminkan setelah mendapat persetujuan

dan dibawah pengawasan M;ajelis TP-TGR.

} Pasal 18

(1) Majelis TP-TGR melapor;kan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui

SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah
kepada Bupati.

(2) Bupati memberitahukar? hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui
SKTJM atau surat pen‘nyataan bersedia mengganti kerugian Daerah
kepada Aparat Pengawasan Fungsional terkait selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari sejak menerima laporan Majelis TP-TGR.

Pasal 19

Dalam hal Bendahara tefah mengganti kerugian Daerah sebagaimana

dimaksud pada Pasal 16 éyat (2), Bupati mengeluarkan kasus kerugian

Daerah dari Daftar Kerugian: Daerah.

|

| Pasal 20

| .
Dalam hal kasus kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang
dilakukan oleh pemeriksa§ yang bekerja untuk dan atas nama Aparat
Pengawasan Fungsional dan dalam proses tersebut Bendahara bersedia

mengganti kerugian Daerah% secara sukarela, maka Bendahara membuat dan
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|

menandatangani SKTJM dihadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas

nama Aparat Pengawasan Fungsional terkait.

BAB VIII
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 21

(1) Tuntutan Ganti Rugi adalah Kerugian Daerah yang dilakukan oleh

Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lain sebagai akibat
dari perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban
atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang
dipersalahkan kepadanya serta ada hubungannya dengan pelaksanaan
fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak
langsung.

(2) Tuntutan ganti rugi baru dapat dilakukan:

(3)

(1)

(2)

(1)

a. Adanya perbuatan I‘nelanggar hukum, kesalahan atau kelalaian

pegawai negeri termasuk melalaikan kewajibannya ada hubungannya
dengan permasalahanifungsi atau status dalam jabatannya;

b. Pegawai Negeri yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan
melanggar hukum/ kesalahan itu tidak berkedudukan sebagai

Bendaharawan;

c. Pemerintah Daerah 1baik secara langsung maupun secara tidak
langsung telah dirugiljcan oleh perbuatan melanggar hukum/kelalaian
itu. 1

Berdasarkan laporan Majclis TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (6) mengenai kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai

Negeri Sipil bukan Ben‘dahara atau Pejabat lain, Bupati menugaskan

Majelis TP-TGR untuk rn!enindaklanjuti kasus kerugian Daerah selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari|sejak laporan hasil pemeriksaan ulang diterima.

Pasal 22

Majelis TP-TGR melaporl;&an hasil verifikasi dan/atau pemeriksaan dalam
Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Bupati.

Berdasarkan hasil verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),}Bupati mengupayakan agar Pegawai Negeri Sipil
bukan Bendahara atefu Pejabat lain membuat surat pernyataan
kesanggupan dan /atau‘ pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi
tanggungjawabnya dan bersed1a membuat dan menandatangani SKTJM.

‘ Pasal 23
Majelis TP-TGR harus Lxenyelesalkan verifikasi dan/atau pemeriksaan
sebagaimana dimaksud \ dalam Pasal 12 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari sejak mempe‘roleh penugasan.



15

(2) Selama dalam proses verifikasi dan/atau pemeriksaan, Pegawai Negeri
Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lain tersebut dibebastugaskan
sementara dari jabatannira.

(3) Mekanisme pembebastufgasan Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara

atau Pejabat lain sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

‘ Pasal 24
(1) Majelis TP-TGR melaporl:{an hasil verifikasi dan/atau pemeriksaan dalam
Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada

Bupati. 1

|
(2) Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1‘) Bupati menugaskan Majelis TP-TGR untuk
mengupayakan agar Peggwai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat

lain bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.

|
(3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lain
menandatangani SKTJB/ﬁ, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan
jaminan kepada Majelis TP-TGR, antara lain dalam bentuk dokumen-

dokumen sebagai beriku':c :

a. Bukti kepemilikan barlang dan/atau kekayaan lain atas nama Pegawai

Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lain;

b. Surat kuasa menjuali dan/atau mencairkan barang dan/atau harta

kekayaan lain dari yarflg bersangkutan.

(4) SKTJM yang telah dit%mdatangani oleh Pegawai Negeri Sipil bukan

Bendahara atau Pejabat lain tidak dapat ditarik kembali.
(5) Bentuk dan isi SKTJM te}rcantum dalam Lampiran III.

Pasal 25

Apabila SKTJM tidak muingkin diperoleh atau tidak dapat menjamin
pengembalian kerugian ]?aerah, Bupati segera mengeluarkan surat
keputusan pembebanan pepggantian kerugian sementara kepada Pegawai
Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lain.

|

Pasal 26

(1) Penggantian kerugian !Daerah dilakukan secara tunai selambat-

lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

(2) Kerugian yang tidak be}gitu besar, dapat diangsur dengan pemotongan
gaji paling lambat 24 (dda puluh empat) bulan :

a. Pelaku berstatus bujangan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari
gaji kotor. !

b. Pelaku yang berstatus} kawin 25% (dua puluh lima perseratus) dari gaji
kotor. ‘
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(3) Kekurangan pembayaran angsuran, dimintakan barang jaminan dan

diserahkan oleh yang beirsangkutan dengan nilai dan harga tagihannya

sekurang-kurangnya san?a dengan kekurangan angsuran.

(4) Apabila kerugian Daer#h jumlahnya cukup besar dan dalam jangka

waktu 24 bulan tidak dapat terlunasi, maka dimintakan barang/harta

berupa penyerahan buk‘ti kepemilikan dan surat kuasa untuk menjual

yang dibuat diatas kertag bermaterai.

(5) Tim penetapan hargai barang jaminan yaitu terdiri dari unsur
perlengkapan, hukum, k%euangan, pengawasan, dan tenaga ahli.

(6) Apabila jaminan barané ternyata nilainya belum memadai/mencukupi
kerugian Daerah, maka ldiperlukan jaminan dari seseorang yang disertai

surat pernyataan bers;angkutan penyelesaian dari jumlah kerugian

Daerah atau menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan. Surat

pernyataan bersangkutaﬁ tersebut diatas kertas bermaterai.
|

(7) Apabila Pegawai Negeri }Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lain telah
mengganti kerugian Daell'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis

TP-TGR mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa

menjual yang telah diser‘ahkan kepada Majelis TP-TGR.

| Pasal 27
Dalam pelaksanaan SKTJM, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau

Pejabat lain dapat menjua‘l dan/atau mencairkan harta kekayaan yang

dijaminkan setelah mendapét persetujuan dan dibawah pengawasan Majelis

TP-TGR. }
Pasal 28

Majelis TP-TGR melaporkén hasil penyelesaian kerugian Daerah yang
dilakukan oleh Pegawai Negérl Sipil bukan Bendahara dan Pejabat lain yang
diselesaikan melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti
kerugian Daerah kepada Bupatl

|

Pasal 29

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lain telah

mengganti kerugian Daerah‘, Majelis TP-TGR mengeluarkan kasus kerugian
Daerah dari Daftar Kerugian Daerah.

Pasal 30

(1) Apabila usaha untuk m:endapatkan penggantian kerugian dengan upaya
damai tidak berhasil, ‘proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian
tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai Negeri
Sipil bukan Bendahara‘ atau Pejabat lain yang bersangkutan dengan

menyebutkan : ‘



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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a. Identitas pelaku;

b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti dalam
nilai rupiah; |
|
c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri
selama 14 (empat\ belas) hari terhitung sejak diterimanya
pemberitahuan oleh ‘Pegawal Negeri Sipil bukan Bendahara atau

Pejabat lain yang bersangkutan.

|

Apabila Pegawai Neger‘l Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lain

sebagaimana dimakSL}d pada ayat (1) tidak mengajukan

keberatan/pembelaan diT‘i dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak
dapat membebaskannyé sama sekali dari kesalahan/kelalaiannya,

Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Pengganti Kerugian Daerah.
|

Berdasarkan Keputusan} Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bupati menunjuk pejabat yang melaksanakan penagihan atas
pembayaran ganti kerugi;an kepada yang bersangkutan.

Setelah diterbitkannya 1surat keputusan pembebanan ganti rugi oleh
Kepala Daerah, Ketua iMajelis TP-TGR memerintahkan Kepala Dinas
Satuan Kerja untuk seéera menerbitkan surat perintah pembentukan
Tim Pelaksana dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Daerah c/q

Sekretaris Daerah. ‘

Tim Pelaksana yang dit(}-:ntukan Kepala SKPD terdiri dari para pejabat
satuan kerja Daerah dari umum pengawasan, kepegawaian,
perlengkapan, hukum, dan keuangan. Ketua Tim pelaksana dijabat oleh

Kepala SKPD.

Tugas dan kewajiban Tinll Pelaksana adalah:

a. Melaksanakan Pelelaljlgan barang sitaan dengan kegiatan sebagai
berikut: ‘

1. Melakukan penelitfan kembali harga barang yang akan dilelang

dengan berpedoman} kepada ketentuan yang berlaku;

2. Menyerahkan baranlg yang akan di lelang kepada pemilik lelang yang

di tentukan dengan surat Kepala Daerah.

b. Membuat berita acara tentang pelaksanaan pelelangan.

c. Membuat dan melampirkan daftar perhitungan hasil pelelangan
kepada Sekretaris Daerah dengan bukti-bukti terkait.

Keputusan pembebanén penggantian kerugian Daerah tersebut
pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan
penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur
dan pelunasan paling lama 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu
dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan
penagihan paksa, sesua1 dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.
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Pasal 31
(1) Permohonan banding lg‘epada Gubernur dapat diajukan oleh Pegawai
Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lain paling lama 30 (tiga

puluh) hari setelah dlterlmanya Keputusan Pembebanan.

|
(2) Apabila keputusan t1ng1‘<at banding menyatakan bahwa Pegawai Negeri

Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lainnya ternyata dibebaskan dari
kewajiban mengganti kejrugian Daerah karena kerugian tersebut diluar
kemampuannya/bukan kesalahannya /bukan karena kelalaiannya, maka
Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Kekurangan Kerugian
Daerah. ‘

(3) Apabila permohonan bahding sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima,

Bupati menerbitkan Kep}utusan tentang Peninjauan Kembali.

| BAB IX

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN KHUSUS
‘ Pasal 32

Apabila seorang Bendaharawan meninggal dunia, melarikan diri, berada di
bawah pengampuan atau la1a1 membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali
berturut-turut belum menyampalkan perhitungan, maka pada kesempatan
pertama Atasan Langsun!g atas nama Bupati melakukan tindakan

pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah, terdiri atas :
a. Buku kas dan semua Buku Bendaharawan diberi garis penutup;

b. Semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun
buku-buku disimpan/dimasukan dalam lemari besi dan disegel, Khusus
untuk Bendaharawan I'?arang, dilakukan penyegelan terhadap gudang

dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung

jawab Bendaharawan;

c. Tindakan-tindakan terseﬂaut di atas harus dituangkan dalam Berita Acara
Penyegelan dan bagi yahg meninggal dunia disaksikan oleh ahli waris,
bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi
Bendaharawan yang berada di bawah pengampuan disaksikan oleh

pengampu (kurator) sert? pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

‘ Pasal 33

(1) Atas dasar laporan At.'::lsan Langsung, Bupati menunjuk pegawai atas
saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat

perhitungan ex officio.

(2) Hasil perhitungan ex of]" icio satu eksemplar diberikan kepada pengampu,
ahli waris, keluarga terdekat atau Bendaharawan yang tidak membuat
perhitungan dan dala‘m batas waktu 14 (empat belas) hari diberi

kesempatan untuk mengajukan keberatan.



(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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Biaya pembuatan Peqhitungan ex officio dibebankan kepada yang
bersangkutan atau ahli waris atau pengampu atau keluarga terdekat
atau Bendaharawan.

Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio ditetapkan oleh
Bupati. |

Pasal 34

Tata cara Tuntutan Perbendaharaan Khusus yang

dipertanggungjawabka}n kepada ahli waris bagi Bendaharawan yang

meninggal dunia, keluarga terdekat bagi Bendaharawan yang melarikan
diri dan pengampu bagi yang di bawah perwalian atau Bendaharawan
yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan
Perbendaharaan berla}1ku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur
dalam tuntutan Per‘bendaharaan biasa. Yaitu proses tuntutan
Perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari

Bupati kepada pihak y%tng akan dituntut, dengan menyebutkan :

a. Identitas pelaku; }

b. Jumlah kekurangan Perbendaharaan yang diderita oleh Daerah
yang harus diganti;

|

c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
|

d. Tenggang waktu ‘ 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk
mengajukan keberatan/pembelaan diri.

Apabila ahli waris/kehJ}Larga terdekat Bendaharawan tidak mengajukan
keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan
pada ayat (1) angka 41 atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi
tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari

|
kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Surat Keputusan

|
1
Pembebanan. ‘

BAB X
PENCATATAN BAGI BENDAHARAWAN

Pasal 35

Bupati menerbitkan Su?rat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan

Perbendaharaan belun? dapat dilaksanakan karena Bendaharawan

meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli

waris tetapi tidak dabat dimintakan pertenggungjawabannya, atau

Bendaharawan melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.

|

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus
bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.

|

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat
ditagih apabila yang be;rsangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris

dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke
Kas Daerah berhasil dit:arik dari Kas Negara.

|



(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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BAB XI

PENCATATAN BAGI PNS BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

| Pasal 36

Pegawai Negeri Sipil buk;an Bendahara atau Pejabat lain yang meninggal

dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya,

dalam pencatatan wajibi dikenakan Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan
Keputusan Bupati tentang pencatatan Tuntutan Ganti Rugi setelah

mendapat pertimbangan! Majelis TP-TGR.
|

Pegawai Negeri Sipil bul%an Bendahara atau Pejabat lain yang melarikan

diri, Tuntutan Ganti F?ugi tetap dilakukan terhadap ahli warisnya,
dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari

perbuatan yang menyeba}.bkan kerugian Daerah tersebut.

|

Dengan  diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus

bersangkutan dikeluarka}m dari Administrasi Pembukuan.

Pencatatan sebagaiman?‘. dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat
ditagih apabila yang besangkutan diketahui alamatnya.

| BAB XII
|

PENY ELESAH‘\N KERUGIAN BARANG DAERAH

Pasal 37

Pegawai/Orang yang ﬁertanggung jawab atas terjadinya kehilangan

Barang Daerah (bergerajk/ tidak bergerak) dapat melakukan penggantian

dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian

kerugian yang telah dite‘tapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penggantian kerugian Tiengan bentuk barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukfa.n khusus terhadap barang bergerak berupa
kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).
|

Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap

barang tidak bergerak ‘atau yang bergerak selain yang dimaksud pada

ayat (2) dengan cara turTlai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.

Nilai (taksiran) jumlaﬂ harga benda yang akan diganti rugi dalam
bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
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BAB XIII
KADALUWARSA

Pasal 38

Tuntutan Perbendaharaan Biasa dinyatakan Kadaluwarsa (lewat waktu)
apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan
kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-
upaya damai.

TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan
kadaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah
berakhir setelah :

a. Meninggalnya Bendaharawan tanpa ada pemberitahuan;
b. Jangka waktu untuk mengajukan Kkeberatan berakhir, sedangkan
Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Tuntutan Ganti Rugi untuk Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau
Pejabat lain dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat S (lima) tahun sejak
akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun
sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

BAB XIV
PENGHAPUSAN

Pasal 39

Penghapusan atas kerugian Daerah dapat dilakukan apabila :

a. Pelaku kerugian Daerah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta
benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam
keadaan tidak mampu;

b. Pelaku kerugian Daerah telah dipecat/diberhentikan tanpa hak
pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;

c. Pelaku kerugian Daerah dibawah pengampuan (curative) keluarga dan
ahli warisnya dalam keadaan tidak mampu.

d. Keadaan sipil darurat (force majeure)

Penyelesaian kerugian Daerah dengan cara penghapusan piutang Daerah
ini merupakan penghapusan dari administrasi piutang saja, namun hak
tagih Pemerintah Daerah masih tetap ada, bila dikemudian hari yang
bersangkutan mampu kembali.

Pasal 40

Untuk dinyatakan tidak mampu membayar, pelaku atau ahli
waris/pengampunya mengajukan permohonan penghapusan kerugian
Daerah kepada Bupati.



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
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Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui
permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) meminta pertimbangan
kepada Majelis TP-TGR.

Berdasarkan hasil penelitian Majelis TP-TGR, Bupati menetapkan
Keputusan Bupati tentang penolakan atau menyetujui permohonan
sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagian atau seluruhnya setelah

mendapatkan persetujuan DPRD.
|

Pasal 41

Apabila Bendahara atau Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau
Pejabat lain meninggal dunia atau diberhentikan dengan tidak hormat
dari Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai harta
benda/atau ahli waris tidak mampu, Kepala SKPD yang anggarannya
dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan
melampirkan bukti pendukung.

Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui
permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) meminta pertimbangan
Majelis TP-TGR berdasarkan hasil penelitian Majelis TP-TGR.

Pasal 42

Apabila terjadi force majeure, kepala SKPD yang anggarannya dirugikan
mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan
bukti pendukung.

Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui
permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) meminta pertimbangan
Majelis TP-TGR berdasarkan hasil penelitian Majelis TP-TGR.

Pasal 43

Bendahara atau Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat
lain dan/atau ahli waris/pengampu berdasarkan Keputusan
Pembebanan tidak mampu membayar ganti kerugian Daerah yang
menjadi tanggungjawtabnya, maka yang bersangkutan harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk
penghapusan.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
mengadakan penelitian yang dilaksanakan oleh Majelis TP-TGR.

Pasal 44

Apabila Bendahara atau Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau
Pejabat lain dinyatakan tidak mampu, maka Bupati dapat menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penghapusan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi setelah mendapat persetujuan DPRD.
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(2) Jumlah kerugian Daerah yang dapat dimintakan permohonan
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 45

(1) Keputusan Bupati tentang penghapusan kerugian Daerah baru dapat
dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

(2) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, kerugian Daerah yang bernilai
sampai dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses
penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah
tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran Berkenaan.

(3) Penghapusan yang bei‘sifat hasil tindak lanjut Pemeriksaan Aparat
Pengawasan Fungsional terkait dapat dilakukan setalah mendapatkan
Persetujuan dari Aparat Pengawasan Fungsional terkait.

BAB XV
PEMBEBASAN

Pasal 46

Dalam hal Bendaharawan atau Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau
pejabat lain ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak
untuk ditagih, yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan
mengganti kerugian Daerah, maka Majelis TP-TGR memberitahukan secara
tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian
/seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan
DPRD dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI
PENYETORAN

Pasal 47

(1) Penyetoran/ pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran
kekurangan Perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan
barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah yang ditunjuk
oleh Pemerintah DaeralT.

(2) Dalam kasus kerugian Daerah upaya damai dan keputusan Majelis
Pertimbangan tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian diserahkan
melalui Pengadilan.

(3) Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas
diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

(4) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah segera
dipindahbukukan kepada Rekening BUMD bersangkutan.
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BAB XVII
PELAPORAN

Pasal 48

(1) Majelis TP-TGR yang ditunjuk melaporkan perkembangan pelaksanaan

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

penyelesaian kerugian Daerah setiap triwulan kepada Bupati.

Hasil Pelaporan tindak lanjut sebagaimana dimaksud diatas dapat
dilaporkan kepada Auditor Pemeriksa pada saat dilakukan Pemeriksaan.

| BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah
dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan
mengajukan gugatan perdata.

Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada Daerah, maka
penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau
penghentian/penghapusan.

Apabila dalam proses pengembalian kerugian Daerah diperkirakan
memerlukan biaya lebih besar dari jumlah kerugian Daerah
sesungguhnya, Bupati dapat menetapkan keputusan tentang
pembebasan kerugian Daerah setelah mendapatkan pertimbangan
Aparat Pengawasan Fungsional dan izin prinsip dari DPRD.,

Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang
bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah
untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi.

Pasal 50

Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara dan Pejabat lain
yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah dapat dikenai
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-l,indangan.

Putusan pidana atas kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai
Negeri Sipil bukan Bendahara dan Pejabat lain tidak membebaskan
yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
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Pasal 51

Apabila pihak Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang-barang yang
ada hubungannya dengan kejahatan dari Bendaharawan yang bersangkutan
dan/atau oleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan
barang-barang dimaksud | disetorkan ke Kas Daerah, maka kepada yang
bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR sepanjang kerugian Daerah telah
terpenuhi.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52
Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 4 Safar 1436 H
2 November 2014

'{\//BUPATI ROKAN HULU,{_

A

H ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 4 Safar 1436 H

27 November 2014
SEKRETARIS DAERAH _&/
KABUPAJZEN ROKAN HULU, /

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2014 NOMOR : &0




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 60 TAHUN 2014
TANGGAL ;3 SYAFAR 1436 H
26 NOVEMBER 2014 M

NAMA UNIT ORGANISASI / SKPD 1)

Nomor L e Tanggal.......coooviiiiiiiiiiiniinn
Lampiran L e,
Hal : Pemberitahuan terjadinya

kekurangan uang/barang

Kepada :

Yth. Inspektur Kabupaten Rokan Hulu
di
Pasir Pengaraian

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang / barang yang dilakukan
oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran / Bendahara Barang %)
= T8 NIP. .ociirriiiiiieninnnns yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami,
telah terjadi kekurangan uang / barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp..........cccocuueiiiinnnnnn. (coeemeeenanne
dengan huruf ............... ).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami
ambil adalah :

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud
bersama ini kami lampirkan:

a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;

b. Register Penutupan Kas;

c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;

d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;

o Ly
e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.
Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/Kepala SKPD, 3)

....................................

¥ Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :
1) Diisi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : penyegelan brankas,
penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu
dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang

berwenang.
3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/Kepala Kantor.

\'[{;/BUPATI ROKAN HULU./.

HACHMAD



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

DAFTAR KERUGIAN NEGARA

NOMOR
TANGGAL

: ©O TAHUN 2014
: 3 SYAFAR 1436 H

26 NOVEMBER 2014 M

TRIWULAN i
TAHUN .
KANTOR = .,
No. Nama No./Tgl. SKTUM/SK Uraian Jumlah Jumlah Sisa Kerugian Jenis dan Ket.*)
Bendahara Pembebanan Kasus/Tahun Kerugian Pembayaran/Angsuran s.d (Rp) Jumlah
Sementara/SK Kejadian Negara (Rp) Bulan... (Rp) Barang
Pembebanan Jaminan
1 2 3 -4 5 6 7 8 9
Instansi,
RN )
Petunjuk Pengisian :
1) Diisi dengan nomor urut
2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
3) Diisi dengan No./Tgl. SKTUM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan (apabila ada).
4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
5) Diisi dengan jumlah kerugian negara (dalam rupiah).
6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
9) Diisi dengan :

Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;
Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan;

Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang (eksecutoir beslaag).

\‘W/BUPATI ROKAN HULU, ,L

e

H.ACHMAD




LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : GO TAHUN 2014
TANGGAL ;3 SYAFAR 1436 H
46 NOVEMBER 2014 M

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
1 (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..........................................
NIP PN
Pangkat/Golongan PP
Tempat/ Tgl. Lahir D et e ra s eaes
Alamat PP UOPOIN
No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebaga1 Bendahara : ........ccccoeeinns
Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara
sebesar 2)
Rpeterii RN dengan huruf ........o.coveeenieenenes ), yakni kerugian
yang disebabkan :
Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah *) di
......................... dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. 3)
Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan
surat kuasa menjual sebagai berikut:

Apablla dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini
ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau
melelang barang jaminan tersebut.

..................... P < |
Mengetahui : meterai cukup

Kepala ......cccooveennenee, (SKPD) 6) (Nama Bendahara)

.............................................

* coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.

2) Diisi dengan jumiah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan
oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.

4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara.

5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.

6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangai oleh kepala satuan kerja.

7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang
ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

UPATI ROKAN HULU

HACHMAD



